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RINGKASAN 

 

Tesis ini mengkaji problematika pengaturan hukum perdagangan pakaian bekas 

impor (thrifting), khususnya ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur 

posisi pelaku usaha pada rantai distribusi lanjutan. Fenomena thrifting berkembang 

pesat sebagai bagian dari dinamika ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. 

Peningkatan minat terhadap thrifting disebabkan oleh harga yang terjangkau, ragam 

produk yang menarik, serta meningkatnya kecenderungan masyarakat terhadap 

konsumsi berkelanjutan. Namun, popularitas fenomena ini bertolak belakang 

dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang secara tegas melarang impor 

pakaian bekas melalui berbagai regulasi, seperti UU No. 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, Permendag No. 40 Tahun 2022, Permendag No. 51/M-

Dag/Per/7/2015, UU Perlindungan Konsumen dan UU Pengelolaan Sampah,  yang 

memasukkan pakaian bekas dalam daftar barang yang dilarang impor dan dilarang 

peredarannya. Meskipun secara normatif larangan tersebut telah memperoleh dasar 

hukum yang kuat, praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap marak dan 

berlangsung secara meluas. Pakaian bekas impor masuk melalui jalur ilegal, 

dipasarkan dalam bentuk balpress, dan kemudian menyebar ke berbagai daerah 

melalui mata rantai distribusi yang kompleks, mulai dari importir ilegal, distributor 

utama, pengecer besar, hingga pedagang kecil pada rantai distribusi lanjutan. Para 

pelaku usaha pada tingkat lanjutan inilah yang kemudian menjadi fokus 

permasalahan tesis ini. Mereka pada umumnya tidak memiliki keterlibatan 

langsung dalam kegiatan impor ilegal, melainkan membeli barang dari pasar 

domestik yang sudah beredar secara luas. Namun, karena sifat objek yang mereka 

perjualbelikan merupakan barang yang dilarang beredar, kedudukan hukum mereka 

menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana. 

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural antara norma hukum 

dengan realitas sosial. Regulasi yang ada hanya menitikberatkan pada pelarangan 

impor, tetapi tidak mengatur secara komprehensif bagaimana status hukum pelaku 

usaha yang memperdagangan pakaian bekas setelah barang tersebut berada di 

dalam negeri. Kekosongan hukum ini mengakibatkan ketidakpastian, baik bagi 

penegak hukum maupun bagi pelaku usaha sendiri. Aparat sering kali menafsirkan 

keterlibatan pedagang kecil sebagai bagian dari tindak pidana penyelundupan, 
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sehingga terjadi risiko overkriminalisasi. Di sisi lain, pedagang kecil yang 

menggantungkan pendapatan pada penjualan thrifting tidak memperoleh 

perlindungan hukum yang memadai. 

Tesis ini mendasarkan analisisnya pada tiga teori utama: teori kepastian hukum, 

teori kemanfaatan hukum, dan teori negara kesejahteraan.. Dalam konteks thrifting, 

kepastian hukum menjadi penting karena tanpa adanya norma yang jelas mengenai 

kedudukan pelaku usaha lanjutan, hukum positif berpotensi diterapkan secara tidak 

tepat sasaran. Pelaku utama impor ilegal dan pelaku usaha kecil yang tidak memiliki 

keterlibatan langsung tidak dibedakan secara yuridis, sehingga berpotensi 

melanggar asas kesalahan dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. 

Sementara itu, teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus 

memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan moral bagi masyarakat. Larangan impor 

pakaian bekas memang dimaksudkan untuk melindungi industri tekstil nasional, 

kesehatan masyarakat, dan lingkungan hidup. Namun, ketika penerapannya tidak 

disertai pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan sosial ekonomi, hukum 

justru berpotensi merugikan pelaku usaha kecil yang menggantungkan 

penghidupan pada perdagangan thrift. Oleh sebab itu, pembentukan norma yang 

lebih komprehensif diperlukan agar hukum tidak hanya bersifat represif 

(menghukum), tetapi juga solutif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. 

Teori negara kesejahteraan melengkapi analisis tersebut dengan menegaskan bahwa 

negara tidak hanya bertugas menegakkan ketertiban, tetapi juga menjamin 

kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara, terutama kelompok 

ekonomi kecil. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas impor, negara harus 

mampu menghadirkan kebijakan hukum yang melindungi masyarakat kecil dari 

kriminalisasi yang tidak proporsional tanpa mengabaikan kepentingan nasional 

yang lebih luas. Konsep ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban moral 

dan konstitusional untuk membuat regulasi yang lebih adil dan progresif, sesuai 

dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ekonomi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode hukum normatif 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. 

Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi terkait perdagangan, kepabeanan, 

perlindungan konsumen, dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan, 

kewajiban, maupun pertanggungjawaban pelaku usaha pada rantai distribusi 

lanjutan. Ketiadaan norma ini mengakibatkan ambiguitas penegakan hukum dan 

ketidakpastian bagi pelaku usaha. Berdasarkan analisis tersebut, tesis ini 

menawarkan model pengaturan hukum yang ideal (ius contituendum). Pertama, 

pengaturan harus bersifat integratif, menggabungkan aspek perdagangan, 

kesehatan, kepabeanan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup ke dalam 

satu regulasi komprehensif. Kedua, harus ada klasifikasi yang jelas antara importir 

ilegal sebagai pelaku utama kejahatan dan pelaku usaha lanjutan yang tidak terlibat 

dalam proses impor. Pelaku usaha lanjutan semestinya diposisikan sebagai 



 

x 
 

pedagang domestik yang tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen, bukan 

sebagai bagian dari penyelundupan. Ketiga, perlu dibentuk regulasi khusus, seperti 

revisi Permendag No. 40/2022 atau penyusunan peraturan baru mengenai 

perdagangan barang bekas impor, yang mengatur mekanisme perizinan, 

pembinaan, dan pengawasan secara proporsional.  

Dengan demikian, tesis ini menegaskan bahwa pengaturan hukum yang ideal harus 

menciptakan keseimbangan antara perlindungan industri nasional, upaya 

pencegahan masuknya barang berbahaya, dan perlindungan terhadap pelaku usaha 

kecil. Kehadiran norma baru diharapkan mampu mengatasi kekosongan hukum, 

mengurangi risiko overkriminalisasi, dan menciptakan sistem perdagangan yang 

lebih adil, humanis, dan berkelanjutan. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Thrifting, pakaian bekas impor, pelaku usaha lanjutan, kepastian 

hukum, ius constituendum, perdagangan, regulasi. 

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas 

impor (thrifting) di Indonesia serta kedudukan pelaku usaha pada rantai distribusi 

lanjutan dalam perspektif hukum positif. Meskipun impor pakaian bekas secara 

tegas dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

Undang-Undang Kepabeanan, serta Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Permendag 

No. 51/M-Dag/Per/7/2015, fenomena thrifting tetap berkembang pesat dan 

membentuk jaringan distribusi domestik yang kompleks. Kondisi ini menunjukkan 

adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dengan realitas sosial, khususnya 

terkait kekosongan aturan mengenai status dan pertanggungjawaban pelaku usaha 

lanjutan yang tidak terlibat langsung dalam proses impor. 

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan analitis, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang 

ada masih parsial dan belum secara eksplisit mengatur kedudukan pelaku usaha 

lanjutan. Kekosongan norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, risiko 

overkriminalisasi, serta ketidakefektifan penegakan hukum yang cenderung 

menyasar pedagang kecil alih-alih importir ilegal sebagai pelaku utama. Analisis 

teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan konsep negara kesejahteraan 

menunjukkan perlunya pembentukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, 

adaptif, dan berkeadilan. 

Hasil penelitian ini menawarkan model pengaturan ideal (ius constituendum) yang 

meliputi penguatan integrasi regulasi antarsektor, penegasan klasifikasi antara 

importir ilegal dan pelaku usaha lanjutan, serta pembentukan regulasi khusus terkait 

perdagangan barang bekas impor. Model tersebut diharapkan mampu memberikan 

kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta mendukung 

terciptanya tata kelola perdagangan yang lebih responsif dan proporsional terhadap 

perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Thrifting, imported second-hand clothing, downstream businesses, 

legal certainty, ius constituendum, trade, regulation. 

This study examines the legal regulations governing the trade of imported second-

hand clothing (thrifting) in Indonesia and the position of business actors in the 

downstream distribution chain from a positive law perspective. Although the import 

of second-hand clothing is expressly prohibited by Law No. 7 of 2014 on Trade, the 

Customs Law, as well as Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 and Minister 

of Trade Regulation No. 51/M-Dag/Per/7/2015, the phenomenon of thrifting 

continues to grow rapidly and has formed a complex domestic distribution network. 

This situation indicates a discrepancy between legal norms and social reality, 

particularly regarding the absence of regulations concerning the status and 

accountability of downstream businesses that are not directly involved in the import 

process. 

Using normative legal research methods with a legislative, conceptual, and 

analytical approach, this study found that existing regulations are still partial and 

do not explicitly regulate the position of downstream businesses. This normative 

vacuum has resulted in legal uncertainty, the risk of over-criminalisation, and 

ineffective law enforcement that tends to target small traders rather than illegal 

importers as the main perpetrators. An analysis of legal certainty theory, utility 

theory, and the concept of the welfare state shows the need for the establishment of 

more comprehensive, adaptive, and equitable legal regulations. 

The results of this study offer an ideal regulatory model (ius constituendum) that 

includes strengthening cross-sector regulatory integration, clarifying the 

classification between illegal importers and downstream businesses, and 

establishing specific regulations related to the trade of imported used goods. This 

model is expected to provide legal certainty, protect small businesses, and support 

the creation of trade governance that is more responsive and proportional to the 

socio-economic development of society. 
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